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Hukum perkawinam nasional varng berlaku untuk se-
Luruh penduduk di wilavah Indonesia sejak tanggal I Ja-
puari 1974 adalah UU No.l Thn.l1974 vang berlaku secara
efektif sejak dikeluarkannya FF No.% Thn.l975,

Fazal 1 U No.l Thn. 1974 memberikan makna dan
hakekat perbawinan. Hakna perkawinan adalah ikatan la-
hir batin antarca searang pria dan wanita sebhagal auami
isteri. lkatan lahir.batin adalah ikatan vang tidak ha-~
nys cuitup dengan ika;an'lahir saia atau batin SAaja, na—
mun kedua-duanya harus terpado erat. Oleh karena itu
nerkawinan memﬁunyaiAhubumgan yahg grat sekall dengan
cagama ataw  kerchanian. Sedangkan  hakekat perkawinan
adalah membentuk keluarga (rumah tanggal veng hahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ferkawinan adalah suatu perbuatan hukum YAang mem-
punyal akibat-akibat hukum. Dengan demikian sah atau ti-
daknya suatu parbuatan:hukum ditentukan oleh hukum Dmﬁi“‘
tif, bararti sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh
U4 Nop. I ?hn,19?4. Menurut pasal 2 U No.i Thn. 1974,
"Ferkawinarn adalah sah, apabila dilakukan menurut Mukum
MASING-Masing agamanya dan kepercayasannya". Hal ini
berarti perkawinan harus dilakubkan mernurat hukum agama
pasangan yang akan melangsungkan ﬁefkawihan,
Farkawiran varng tidak didasari dari hukum HAQAMAN V&

berarti  perkawinan ity sudah tidak zesual dengan  keten—



tuan pasal 2 (L) LU Né.I Thﬁ,19?4u Gari ketentuan ini
dapat dilihat hahwa;ﬂu No.T Thn.1974 menggantungkan sya-—
rat sahnya per<awinan pada hukum agama.

Flukum agama pada dasarnya menghendak i umatnya melangsung-
karn perhawinan dengan pasangan YAang sama agamanyas, babban
agama tertentu menvatakan perhkawinan aﬂta% agama adalah
tidalk sah, misalnya bagi wanita pemeluk agama Islam di -
larang aleh hubkum agamanya melangsusghkan perkawinan
dengan pria yang tidak beragame Izlan (Surat Al Bagarah

ey

ayat 1. Ferkawinan ini tidak sab senurut bhukum Islam.
Walaupun  hukum agama melarang perkawinan tersebut éamun
parkawinan antar agama merupakan suatu fakta sosial VaNg
sering terjadi dan tidak dapat dibhindari. FKenvataannya
purn menunjukkan perkawinan antar agama sulit dilangsung-
kan baik menurat hukum agams maupun hukum positif,

ULh N Thn, 1974 tidak mengatur secasa tegas perkawinan
antar agama sehingga menimbulkan kekosongan hubkum {(rechhbs
;acum}u Menurut ketentuan pasal &6 UL No.I Thn. 1974
sebsnarnyva dap&ﬁ diberlakubkan ketentuan GHR (5. 1898
NoL158), namun ketentuan ini pun tidek sesuai lagi untuk
diterapkan karena terdapat‘perbedaan prinsip dan falsa-—
fal. dleh barena itu timbul kekosongsn hubkum yvang meng-
akibatlkan ketidakpastian hukum terhadap perkawinarn antar
AQAMA .

Melihat ketentuan—keterntuan sebagalmana sava



remukakan di atas dikaitkan dengan studi kasus putusan
Mahhamah fAgung No, 1400, K/Pdt/1986 tenggal 20 Januari 1949
dengaﬁ diktum sebagai berikut ; "Memerintahkan Kantor
atatan Sipil Jakarta untuk mencatatban perkawinan antara
pasangan Andi Yonny Gani F vang beragama Izlam dengan
Adrianus Fetrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen'.
Daengan demikian nampak adanya suatu kesenjangan antara
teori dengan praktek {(penerapan kasus). Kesenjangan
tersebut dibahas dalam skripsi yang saya beri judul
"Tinjavan Tentang Perkawinan Artar Aogama {Suatu Studi
Kasus) ., |

Fenyusunan skripsi ini memnpunyal dua tujuan,
vaitu tujuvan akademis dan tuiuan prattis. Tujuan
akadem.srniva adalabh sebagai salah satu perﬁyarétam untuk
melsngkapi tugas bagi setiap mahasiswa Fakultas Habum
Universitas Surabava di dalam memperaleh gelar kesarjana-—
annya. Sedangkan tujuan praktianya adalabh untuk menambah
pengetahuan serta berkeinginan untuk memberikan sumbangan
pemikiran dalam ilmua hukum Ehususnya huakuam perdéta varig
menyanckiut maselah vang berkaitan erat derngan perkawinan.

Matode yang dipergunakan adaleh secara yuridis
normatit artinya pembahasan masalah ini bertolak frade
k@tentuaﬁ peraturan perundang-undangan yvang ade kaitannya
dehgan rermasalahan yang diajukan, veaitu ketentuan yang

terdapat dalam UU No.l Thn. 1974, FF ho.9 Thr., 1975, KUH-



Ferdata, GHRN,

Fanyvusunan skripsi o ini sava bagi menjadi empat

Taze sebagai berikut

~ faze pertama, persiapan

~ fase kedua, pengumpulan data

- Tame Eetiga, analisis data

-~ fase keempat, laporan
Keseluruhan fase tersebut memerlukan waktu penvusunan
mulail oulan Maret sampai dengan Bulan Agustus 1972,

Hasil penelitian menuniuvkian sabhwa putusan  Mahbka-—
mah Agung No, 1400, K/FPdE/ 1986 memerintahkan Kantor Catatan
Sipil DKI Jakarta untuk mencatathan perkawinan Andi Vonny
Gany F vang beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik
Melwan vang baragamé kristen tanpa pamberkatan agama atau
tidak melalul hukum agamanvya.

Bagi valon suami istri vamg berbeda agamanyva vang hendak
melangsungkan perkawinan namun hukum agamanya melarang
perkawinan tersebut maka perkawinam ituw tidak dapat

dicatatkan pads instansi pencatat nikah sebab salah satu

persyaratan vang harus dipenubhi untulk mencatathkan perka—
winan adalah telah dilakukan pemberkatan perkawinan meng

rut hubkum agamanya. Berdasarkan pasal 21 (3) io &3 CLy
Mo I Thno 1974, pasangan tersebut dapet mengajukan permo-—
honan  kepada Fengadilan Megeri di wilavah hukum odi  mana

perkawinan itu  akan dilangsungkan. Setelah Fengadilan



Neageri memgrikoa apakah persyaratar materiil damn  formil
terpenuhil maka Fengadilan Negeri akasn memberikan pensta—
parn  wuntuk melangsungkan  perkawinen  tersebut.

Pengan adanya Fenetapan dari Fergadilan Negefi mak a
pasangan beda agama itu dapat mencatatkan perkawinanﬁya
pada Kantor Catatan Sipil setempat.

Walaupun terdapat kekosongan bukum dalam perkawinan antar
agama atauw tidak diatwrnya perkawinas tersebut dalam ULk
No.I Thr.1974, maka hakim s@bagal penegak keadilan Qajib
menggaili dan memahami hukum yvarg hidup dalam masyvarakatb
(pasal Z7 U No.l4 Thn.1970) . Dengan adanya putusan
Mahkzmah fAgung ini berarti suatu peEnsgasan bahwa
perkeaw.nan antar agama tidak dilarang oleh hukum positif.

Obwelk penelitian menitik beratkan padsa partim-
bangar  hukum Pengadilan negeri dan Mahkamah Soung  dalam
masalah perkawinan.

Herdasarkan hasil penelitiar tersshut o di atas
dapat ditarik kesimpulan bhahwa pertawinan  antar agama
yarg  dilangsurgkan setelah  ada Fenetapan Fengadilan
Megeri yang mengabulkan atau menyetuiui dilaksanakarinya
perkamwinan itu, maka pegawai pencatat berkewaiiban menca-
tatkan perhawinan tersebut. Dengan dicatatkannva per -
bawinan terssbot berarti timbul kepagtian hukum, sehihgoa
perkasinan antar agama sdalab sah kedudugbkannya.

Indonssia  adalah negara hukum sehingaa perkawinan vang



dicatst oleh pejabat nagara dalam Al La Ferkawinan, menu-
Fut negara perkawinan tersebut adalah zah.

Namun pada umuamnya aliran positiviame menganigap per—
hawinan antar agama adalah tidak sal: karena semata-mata
didasarkan pada ketentuam pasal o ayalt 1 dan ayat o

LHY Mo, Thn. 1974 tentang syarat sahriva perkawinan, Yang

Rarus dipenubl secara matlak.





